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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat Rahmat dan 

KarunianNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID ) Provinsi Nusa Tenggara 

Timur Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan 

sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban 
pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020. Meski selama 

Tahun 2020 trjadi Pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

tetap dapat memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui informasi pada pada 

portal Open Data yang berbasis Website Dengan demikian masyarakat dapat 

dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan 

saja walaupun di masa pembatasan sosial. 

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai 

kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah 

dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. 

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari 

sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan 

laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca 

dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan tahunan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 
imur Tahun Anggaran 2020. 

Kupang, 09 Juli 2021 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Drs. Aba Maulaka 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19630205 198603 1 031 
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BAB I 
Gambaran Umum  

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Tahun Anggaran 2020 
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Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka 

pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi 

merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah 

satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat 

untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik. 

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka 

penyelenggaraa negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut 

makin dapat dipertanggung jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh 

informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hokum 

yang berkaitan dengan ; 

1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi 

2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan 

Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proposional. 

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 

sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 

Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi 

publik pada pemohon informasi publik. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 
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menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan 

Layanan Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa dalam 

rangka keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi 

dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya pengelola layanan informasi 

dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan provinsi nusa tenggara timur.  

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan 

informasi, PPID pembantu melakukan pengklarifikasian dan pengdokumentasian 

informasi publik, PPID utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan 

informasi dari seluruh PPID pembantu. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang 

bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib 

disediakan dan dimumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat 

dan informasi serta merta. 

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji 

konsekuensi oleh PPID utama Bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi 

yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID utama dan informasi serta merta. 

Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi 

publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-

baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan 

serta perwujudan Goog Governmance di lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 
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Pelaksanaan Pelayanan 

Informasi Publik
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A. Permasalahan 
 

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dilingkup Pemerintah Provinsi NTT 

dalam Tahun 2020 mengalalmi banyak perkembangan dan kemajuan namun tidak 

dapat dipungkiri bahwa masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan yaitu ; 

1. Komitmen PPID Pembantu untuk menyediakan informasi dan dokumentasi 

publik masih relativ terbatas . 

2. Dukungan Sumber Daya Manusia pengelola layanan informasi publik yang 

belum cakap dalam menggunakan aplikasi layanan informasi publik. 

3. Tidak tersedianya anggaran pendukung kegiatan PPID Utama sebagai akibat 

dari refocussing anggaran. 

 

B. Program dan Anggaran 
 

Di tahun 2020 telah direncanakan sejumlah program dan kegiatan yaitu: 

1. Sosialisasi dan Revitalisasi Tata Kelola PPID 

2. Sosialisasi KIP ke Kabupaten Malaka 

3. Rapat Koordinasi PPID di lingkup Provinsi 

4. Forum Komunikasi PPID 

5. Rapat Koordinasi PPID tingkat Nasional 

Untuk mendukung kegiatan tersebut diatas telah dialokasi anggaran sebesar 

Rp.  400.000.000,- 
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C. Pelaksanaan Kegiatan 
 

Walaupun telah dilakukan refocussing anggaran yang memberikan 

konsekuensi bahwa kegiatan yang telah direncanakan tidak tersedia 

anggarannya namun ada sejumlah kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: 

1. Sosialisasi dan Revitalisasi Tata Kelola PPID Pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 

2. Forum Komunikasi PPID 

3. Melakukan publikasi melalui media luar ruang terhadap 5 SOP layanan 

informasi publik yang meliputi : 

a) SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik 
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b) SOP Pelayanan Permohonan Informasi secara Ofline 
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c) SOP Pelayanan Informasi Secara Online 

 

d) SOP Pelayanan Informasi Yang Dikecualikan 

 

e) SOP Pengelolaan Keberatan 
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f) SOP Penyelesaian Sengketa Informasi 
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g) SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik 
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4. Mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi indeks keterbukaan 

informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. 

5. PPID Utama melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu untuk selalu 

melakukan update terhadap informasi yang harus disediakan melalui web 

ppidutama.nttprov.go.id 

6. Melakukan koordinasi, pembinaan, dan monitoring terhadap PPID 

Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan pengelolaan PPID untuk 

mendukung keterbukaan informasi public di masing-masing daerah. 

7. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dan atau 

mengajukan permohonan informasi publik. 

8. Selain itu PPID Utama telah menetapkan keputusan Gubernur NTT 

tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan yang diawali dengan rapat 

koordinasi dengan PPID Pembantu untuk melakukan uji konsekuensi 

terhadap draft Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan ( Keputusan 

Gubernur Terlampir ). 

9. Membangun sinergisitas dan koordinasi Bersama Komisi Informasi 

Provinsi NTT untuk mendorong akselerasi pembentukkan Komisi 

Informasi Kabupaten/Kota. 

 

D. Informasi Yang Tersedia 
 

Sepanjang tahun 2020 informasi yang tersedia pada website PPID Utama 

berjumlah 140 ( serratus empat puluh informasi dengan jenis dan jumlah 

informasi (terlampir).  
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E. Layanan Informasi Publik 
 

Dalam tahun 2020 tidak ada pemohon informasi publik yang hadir secara 

langsung pada ruang layanan, hal ini antara lain disebabkan oleh kondisi 

pandemi covid-19. 

Namun demikian Permohonan informasi melalui website PPID tetap dilayani 

dengan jumlah pemohon yang berasal dari dalam daerah maupun dari luar 

daerah yang berjumlah 19 Permohonan (terlampir), dan total Informasi yang 

diunduh selama Tahun 2020 adalah berjumlah, 776,692 unduhan. 

Tabel  1  REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID UTAMA TAHUN 
2020 

NO. 

Bulan 

Register 

Permohonan 

Informasi 

Jumlah 

Permohonan 

Informasi 

Permohonan 

Informasi 

Publik Yang 

Dikabulkan 

Permohonan 

Informasi 

Publik Yang 

Ditolak 

Permohonan 

Keberatan 

 

Waktu 

Yang 

Diperlukan 

 

Alasan 

Penolakan 

Permohonan 

Informasi 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1 Januari 0 0 0 0 - - 

2 Februari 0 0 0 0 - - 

3 Maret 2 2 0 0 7 Hari - 

4 April 2 2 0 0 7 Hari - 

5 Mei 0 0 0 0 - - 

6 Juni 1 1 0 0 3 Hari - 

7 Juli 5 5 0 0 10 Hari - 

8 Agustus 2 2 0 0 5 Hari - 

9 September 2 2 0 0 5 Hari - 

10 Oktober 4 4 0 0 7 Hari - 

11 November 0 0 0 0 - - 

12 Desember 1 1 0 0 3 Hari - 

Jumlah 19 19 0 0 47 Hari - 
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BAB III 
 Penutup  
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A. KESIMPULAN 
 

Sebagai Peragkat Daerah yang melaksanakan Undang-Undang KIP dan 

Peraturan pelaksanaanya, PPID Pemerintah Provinsi NTT berupaya 

melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi ( PPID ). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tugas dan 

tanggung jawab PPID diantaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan 

dan/atau pelayanan informasi.  

1. Pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik belum secara optimal merata diseluruh PPID 

Pembantu OPD Provinsi NTT 

2. Fungsi dan peran PPID Pembantu OPD di Pemerintah 

Provinsi NTT dirasa masih kurang aktif dalam menyampaikan 

informasi publik terbaru di website dan dashboard PPID masing – masing; 

3. Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi NTT  

sudah terlaksana dengan baik, namun demikian masih perlu 

ditingkatkan, terutama peningkatan Sumber Daya Manusia pengelola dan 

kelembagaan PPID ditingkat PPID Pembantu. 
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B. SARAN 

 

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan informasi PPID adalah : 

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat 

dan staf PPID Pembantu dan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

pada kegiatan sosialisasi, bimtek, rapat dan uji konsekuensi yang 

diselenggarakan PPID Utama, baik secara daring atau laring atau langsung 

dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. 

2. Mengajak seluruh PPID Pembantu dan Perangkat Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur untuk selalu aktif dalam rangka mengupdate informasi dan 

memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi. 

3. Mengikutsertakan para pengelola layanan informasi dan dokumentasi di 

lingkungan PPID Utama, PPID Pembantu dan Perangkat Daerah di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur pada sertifikasi ke-PPID-an yang diselenggarakan secara 

berkala oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 

Demikian  laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi 

layanan informasi publik PPID Utama Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
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Lampiran dan Dokumentasi Kegiatan 

PPID Tahun 2020 
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Lampiran Informasi yang Tersedia di Tahun 2020 
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Jumlah Permohonan Informasi Pada Tahun 2020 
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Dokumentasi sosialisasi dan revitalisasi tata kelola PPID 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 
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Dokumentasi Forum Komunikasi PPID 2020 

 

 

  

  Gambar.1.     Gambar .2 

Kadis Kominfo saat membuka kegiatan   narasumber saat memberikan materi 

sosialisasi forum komunikasi PPID    sosialisasi forum komunikasi PPID 

 
Gambar .3.    Gambar .4. 

Pembacaan brita acara forum komunikasi Salah satu peserta yang sedang  memberikan  

PPID     pertanyaan  kepada narasumber 
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  Gaambar.5.     Ganbar .6 

Peserta yang mengikuti kegiatan    Peserta yang saat menggikuti kegiatan 

Sosialisasi forum komunikasi PPID   sosialisasi forum komunikasi PPID 
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